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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelahiran Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1lhdma 2007
Tanggal 25 Juni 2007 tentang Pencatatan Nikah colemqmundang perhatian
banyak pihak, terutama di kalangan pelaksana undadgng perkawinan.
Hal ini dikarenakan :

Pertama PMA 11/2007 ini membatalkan Keputusan btemtgama
(KMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang perihal yang aanPadahal
sebenarnya lahirnya KMA 477/2004 merupakan upagdisesi dari sebuah
gagasan besar yang berwawasan jauh ke depan. KMAeimgemban amanat
untuk mewujudkan sebuah konsep yang sudah samgatdasencanakan guna
mencapai cita-cita yang begitu luhur dan strategagu terberdayanya KUA
dalam berbagai aspek tugas pokok dan fungsinyayaupUA ke depan tidak
hanya berkutat dalam lingkup tugas nikah, talataicean rujuk (NTCR}.

Kedua, PMA 11/2007 tersebut menetapkan beberapantiian
hukum pernikahan yang cukup fenomenal dan kontstale Di antaranya
adalah penetapan ketentuan tentang persyaratamasalb dalam pelaksanaan
akad nikah. Dalam hukum Islam wali adalah salab sakun (akad) nikah,

selain calon pengantin laki-laki, dua saksi, daf-gabul. Pernikahan harus

! http://ekomardion.blogspot.com/2009/04/penetapaa+m-wali-nikah-pma-112007.html
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dengan wali, apabila dilangsungkan pernikahan taikgan wali atau yang

menjadi wali bukan yang berhak, maka pernikahasetert tidak sah, batal.
Dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatat&ah\isyarat

bagi wali (hasab) nikah diterangkan dalam pasalyH8 (2) sebagai berikut:

Syarat wali nasab adalah:

1. Laki-laki;

2. Beragama Islam;

3. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
4. Berakal;

5. Merdeka; dan

6. Dapat berlaku adil.

Syarat-syarat tersebut adalah biasa: sejalan dekeakinan hukum
yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesrey Marbeda dan terlihat
kontroversi adalah keterangan tambahan mengengatdyaligh, yakni, kata
"berumur sekurang-kurangnya 19 tahun". Jadi usigtbanenurut ketentuan
PMA 11/2007 adalah 19 tahun, seorang wali nasaly y@ah baligh tetapi
belum berusia 19 tahun, maka wali nasab terseBak twapat menjadi wali
nikah. Hak perwaliannya gugur dan berpindah kepaaa nasab lain yang
telah berusia 19 tahun. Perpindahan dari a@ab ke waliab'adhanya dapat

terjadi karena keadaan walirab seperti di bawah ini:

2 Ahmad Rofig,Hukum Islam Di IndonesiaJakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003,
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1. la adalah hamba sahaya;
2. Gila;

3. Bodoh (kurang akal);

4. Kafir; dan

5. Sedang ihram (mengerjakan hdji).

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dualséeagesernya

wali nikah dariaqgrabke ab'ad yaitu:

1. Jika tidak memenuhi syarat-syarat sebagai walimidan

2. Jika wali nikah menderita tuna wicara, tuna ruragay sudah udzur.

Menurut pendapat Hanafiyah, jika wanita dinikahkéeh waliab'ad
padahal ada waligrab, maka sahnya akad nikah tergantung ada atau fidakn
izin dari wali agrab tersebut. Jika walagrab mengizinkan, maka akad
nikahnya sah, jika ia tidak mengizinkan, maka aké@h batal. Tetapi, jika
wali agrab tersebut masih kecil atau gila, maka perwaliarpineah kepada
wali ab'ad*

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang mikdh secara
jelas. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakanerK@vinan yang
dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatan Nikah yatak tberwenang, wali
nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tatipadiri oleh 2 (dua)

orang saksi dapat dimintakann pembatalannya oled kuarga dalam garis

% Dirjen Bimas Islam dan Urusan Hafiedoman Figh Munakahatakarta: 2000, him. 65
4 Muhammad Jawad Mughniyyahl-Figh a’la al-Madzahib al-KhamsatBeirut : Dar al-
Jawad, tt., him. 76



keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa, saami atau istri®. Jadi
secara implisit bunyi pasal diatas mengisyaratk@mgdn jelas bahwa
perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinga batal atau dapat
dibatalkan’

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan figh Indonesiang
diinstruksikan Presiden untuk dijadikan acuan, paasal 20 ayat (1) hanya
memberikan tiga syarat bagi wali nikah, yakni: dgslim, (2) akil, dan (3)
baligh/Kemudian, Abi Syujak juga memberikan persyaratagi saseorang
yang akan menjadi wali nikah harus memenuhi enaamasyyaitu: (1) Islam
(2) Baligh (3) Berakal (4) Merdeka (5) Laki-laki)(adil.®

Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji pada tahun 200Qa
menerbitkanPedoman Figh Munakahagang juga mengajukan serentetan

syarat bagi wali nikah, yaitu:

1. Islam;

2. Baligh;

3. Berakal;

4. Tidak dipaksa;

5. Laki-laki;

6. Adil;

7. Tidak sedang ihram haiji;

8. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta; dan

® Pasal 26 ayat (1) Undang-undang perkawinan

® Ahmad Rofiq,0p. Cit, him. 85

" Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

8 Abi Syujak,Matan Ghoyah WatagritSemarang : Toha Putra, tth. him. 39



9. Tidak rusak pikiranyna karena tua atau sebagdinya.

Bila berpijak pada ketentuan KHI, kitab figh, d@edoman Figh
munakahat salah satu syarat wali nikah adalah baligh, tidéé&ntukan usia
minimal baligh. Sedangkan ketentuan PMA 11/200gyaengharuskan wali
nasab minimal harus berumur 19 tahun adalah ke&tenyang baru, dan
adanya penambahan batas minimal usia wali nasabbtgr bagi seseorang
yang ingin bertindak menjadi wali nikah pastinyasbmenimbulkan persoalan
baru.

Dalam khazanah ilmu figh, penentuan baligh didasarkepada
kejadianihtilam (mimpi basah) bagi laki-laki dan menstruasi baggepnpuan.

Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW.
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Artinya:*Dari Aisyah dan Ali bin Abi Thalib, dari Nabi SAWheliau
bersabda: terangkat pertanggung jawaban seseorargtoya hal:
orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila himg@ sembuh,
dan anak-anak hingga ia bermimpi dan mengeluarkamani (ih-

tilam)” (Hadits Riwayat al Bukhori, Abu Dawud, al Tirmidzl
Nasai, Ibnu Majah, dan al Daruquthtl).

Menurut isyarat hadis tersebut, kematangan sesgaldimat pada
gejala kematangan seksualitasnya, yaitu keluari rbagi laki-laki dan

menstruasi (haid) bagi perempuan.

° Dirjen Bimas Islam dan Urusan Hagip, cit, him. 63
10 Al-San’any, Subul-Salamjuz 3, Kairo : Dar lhya’ al-Turas al-Araby, 1391980 M,
him. 179



Untuk menentukan usia baligh para Ulama Mazhalbdue-beda
pendapat. Syafii dan Hambali menyatakan : Usiagbalintuk anak laki-laki
dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkkki Manetapkan tujuh
belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan adighlbagi anak laki-laki
adalah delapan belas tahun, sedangkan anak penemtpjuh belas tahun.
Pendapat Hanafi dalam hal usia baligh tersebutahdblatas maksimal,
sedangkan usia minimalnya adalah dua belas untak deki-laki, dan
sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab paal@eunsebut seorang anak
laki-laki dapat mimpi mengeluarkan seperma, menghatau mengeluarkan
mani (diluar mimpi), sedang pada anak perempuaratdapmpi keluar
seperma, hamil atau haidh.

Sebelum terbitnya PMA Nomor 11 tahun 2007, ketemtuaia 19
tahun hanya diberlakukan bagi calon pengantin lk#i-dan sakst> Dengan
adanya ketentuan tersebut , terlihat adanya upatyk smemberikan kepastian
hukum mengenai usia baligh. Agaknya pemerintah nindionsisten
menerapkan usia ideal 19 tahun bagi semua pihak iyetakukan akad nikah
(kecuali calon pengantin wanita).

Bisa jadi, Pemerintah berkeinginan agar wali nagalgan sampai
dilakukan oleh anak-anak, yang menurut peraturanng@ng-undangan yang
berlaku tidak sah melakukan suatu tindakan hukuamh, dengan kebijakan
itu, ditakutkan bukannyeaslahatyang didapat, tetapi malahadharatyang

menyulitkan umat, terutama bagi pelaksana PMA XI726rsebut, yakni para

' Muhammad Jawad Mughniyya®p. Cit, him. 89
12 Lihat KMA 477/2004 tentang ketentuan batas mimiosia mempelai laki-laki dan saksi
dalam pernikahan



petugas KUA. Implikasinya, jika ketentuan yang heldiatur oleh PMA

11/2007 tetap diaplikasikan, maka bagi wali nasabgybelum berusia 19
tahun itu tetap menikahkan (menjadi wali dalam symrnikahan), tentunya
akad nikahnya menjadi tidak sah, karena tidak selraan ketentuan PMA

11/2007.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalaatas.dPenulis
tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsigéen judul:
“‘STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 18 PMA NOMOR 11 TAHU N
2007 TENTANG BATAS MINIMAL USIA WALI NASAB DALAM

PERNIKAHAN"

. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada lpgbeermasalahan
yang akan penulis teliti, yaitu:
1. Bagaimana Ketentuan Usia Wali Nasab menurut P&BMA Nomor 11
Tahun 2007 ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentusia Wali Nasab

menurut Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007 ?



C. Tujuan Penelitian
Sesuatu yang akan dilakukan dalam penelitian pastmpunyai
maksud dan tujuan yang hendak dicapai, tidak teddecdengan penulisan
skripsi ini. Adapun maksud dan tujuan penulis dal@melitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui Ketentuan Usia Wali Nasab menBagal 18 PMA
Nomor 11 Tahun 2007
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Kein Usia Wali

Nasab menurut Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berarti peninjauan kembali pustalktaga yang
terkait yang berfungsi sebagai peninjauan kemhbaviéw) pustaka, atas
masalah yang identik atau yang berkaitan dengamagsaiahan yang
dihadapi. Kegunaan telaah pustaka ini adalah umhéngkaji sejarah
permasalahan, membantu pemilihan prosedur pemelit@ndalami landasan
teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkejebihan dan
kekurangan peneliti terdahulu, menghindari duplik@an menunjang
perumusan masalafi.Sumber telaah pustaka ini bisa berupa tulisasénli

ilmiah lainnya, antara lain:

13 Achmad Arif Budiman:Telaah Pustaka Dan Kerangka TeoritikMakalah, Workshop
Metode Penelitian Hukum Islam Fakultas Syari'ahNANalisongo Semarang, Bandungan, 2009



Skripsi karya Ahmad Adib dengan judtudy Analisis Pendapat
Imam Syafii Tentang Anak menjadi Wali Nikah IbdrffaDalam skripsi
tersebut peneliti menyimpulkan bahwa sebagaimalzdn tdiketahui dalam
masalah perwalian masih terjadi perbedan pendap#rtg kedudukan wali
dalam pernikahan, apakah wali menjadi rukun nikal &dak?. Terlebih lagi
tentang anak menjadi wali nikah ibunya. PendapaammSyafii dalam
masalah ini tidak sama dengan imam yang lain. Halsébenarnya biasa
sebab pemahaman para ulama’ dipengaruhi oleh bmkkang ilmu dan
lingkungan masyarakat serta situasi tempat paraailau berada.

Skripsi karya Abdul Aziz dengan judulAhalisis Pendapat Imam
Maliki Tentang Tidak Ada Nikah Tanpa Wal® Dalam skripsi tersebut
penelitimenyimpulkan bahwa Imam Malik berpendapat tidak r@ah tanpa
wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yamg dikemukakan
pula oleh Imam Syafi'i. Imam Malik juga menganjurkan agaorang janda
mengajukan walinya untuk mengawinkannya. Denganildam seolah-olah
Imam Malik menganggap wali itu termasuk syarat ikgkapan perkawinan,
bukan syarat sahnya perkawinan. Ini bertolak belgkdengan pendapat
fugaha Maliki dari Baghdad yang menyatakan bahwlaitsatermasuk syarat

sahnya perkawinan, bukan syarat kelengkapan.

14 Ahmad Adib,“Study Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Anekjadi Wali Nikah
Ibunya”, Skripsi, Semarang, Perpustakaan Fakultas SydAkhWalisongo, 2008, h. 14, td.

> Abdul Aziz, “Analisis Pendapat Imam Maliki Tentang Tidak Adaakikranpa Wali
Skripsi, Semarang, Fakultas Syari'ah IAIN Walisp2g04, h. 65, td.
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Skripsi karya Wirdah Rosalin dengan jud@nalisis Pendapat Ahmad
Hassan Tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tawi”.'® Dalam
skripsi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Ahnissan membolehkan
wanita gadis menikah tanpa wali. Menurutnya, ketgaa-keterangan yang
mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tgkatddijadikan alasan
untuk mewajibkan perempuan menikah harus disedhj iarena berlawanan
dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an dansHagyatnya yang sahih
dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan yang miekaaji wali itu, berarti
wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh mieah tanpa wali. Jika
sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah keéchatus ada wali,
tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu. Demiki@ndapat A. Hassan.

Keterangan di atas menunjukkan penelitian terdabahbeda dengan
penelitian saat ini. Karena penelitian yang akanupge bahas mengenai
“Studi Analisis terhadap pasal 18 PMA 11/2007 TegtBatas Minimal Usia
Wali Nasab Dalam Pernikahan”. Berbeda dengan pemepenelitian
sebelumnya.

Dari perbedaan yang tegas dan jelas tersebut, titkamungkin ada
upaya penjiplakan atau pengulangan kembali.

E. Metode Penelitian

Ketepatan menggunakan metode dalam penelitiantadgéaat utama

dalam sebuah penelitian. Apabila seseorang mengada&nelitian kurang

tepat dalam menggunakan metode penelitiannya, takan mengalami

' wirdah Rosalin, Analisis Pendapat Ahmad Hassan Tentang BolehnyaitiV&adis
Menikah Tanpa Wali” Skripsi, Semarang, Fakultas Syari’ah IAIN Walisong005, h. 63, td.
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kesulitan bahkan tidak akan mendapatkan hasil yailgsesuai dengan yang
diharapkan.

Yang di maksud dengan metodologi penelitian adaletu cara atau
jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, meigdan membahas data
dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembathguahan terhadap
permasalahal’. Untuk memperoleh dan membahas data dalam penéiitia
penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

a. Jenis penelitian yang di maksud penulis adakafis j penelitian
kualitatif, karena itu akan menggunakan metodoldgialitatif.
Metodologi yang dimaksud meliputi sumber data, meto
pengumpulan data, dan analisa data.

b. Penelitian hukum Normatif disebut juga penetlitiaukum doktrinal.
Pada penelitian hukum jenis ini, hukum di konsepd@imagai apa yang
tertulis dalam peraturan perundang-undangi@aw in books) atau
penelitian yang sepenuhnya mengunakan data sekumiran
kepustakaan'’

2. Sumber data

a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dambkeer asli yang

merupakan isi dari PMA 11/2007 tentang pencataileathn

7 Joko SubagyoMetodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Prakfelakarta: PT.Rineka
Cipta, 1994, him. 2.

'8 Amirudin Zainal Asikin,Pengantar Metodologi Penelitian Hukydekarta : PT. Raja
Grafindo Persada, 2003, him. 118
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b. Data skunder yaitu data pendukung yang diambil lokakiu-buku lain
yang sekiranya mendukung dari isi PMA 11/2007 tegtpencatatan

nikah

3. Metode pengumpulan data
Dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalathgreneliti
menggunakan penelitian dokumentasi, dalam halengfitian di lakukan
dengan meneliti sumber- sumber data tertulis yAMA 11/2007, UU No
1/1074, KUHPer, KHI, penulis juga mencari dan melajpe beberapa
buku, kitab, dan literatur lain yang relevan damdwkung obyek kajian,
sehingga dapat memperoleh data yang faktual dad sehingga dapat
dipertanggungjawabkan guna menyelesaikan permasalgng terdapat

dalam skripsi ini.
4. Metode analisis data

Untuk analisis data penulis menggunakan metoderigaé
analitis yaitu mencoba melakukan penyelidikan danganampilkan data

dan menganalisanya untuk kemudian di ambil sebeaimipulan’

19 Winarno SurachmarPengantar Penelitian Dasar lImiah: Dasar, Metodeskfinik
Bandung: Tarsito, 1998, him.139.
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F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lirnab yang masing
masing membahas permasalahan yang berbeda, naraunm siu kesatuan
yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan yang merupakan gasar dari
keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam ddatyang jelas serta
padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawaligianlatar belakang masalah
yang terangkum di dalamnya tentang apa yang meajasan memilih judul,
dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan pehggansecara sekilas
sudah dapat ditangkap mengenai substansi skriptan@tnya untuk lebih
memperjelas maka dikemukakan pula tujuan peneliti@i ditinjau secara
teoritis maupun praktis. Penjelasan ini akan meggap seberapa jauh
signifikansi tulisan ini. Kemudian agar tidak teljapengulangan dan
penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasielitian terdahulu yang
dituangkan dalam telaah pustaka. Demikian pula deefmenulisan diungkap
apa adanya dengan harapan dapat diketahui apanamjgdi jenis penelitian,
pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data atwlisis data.
Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematikaligan. Dengan
demikian, dalam bab pertama ini tampak penggambesiaskripsi secara
keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang rimgkapadat guna menjadi

pedoman untuk bab kedua, ketiga, bab keempat, alakédima.
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Bab kedua berisi tinjauan umum tentang wali nikamgy meliputi
(pengertian wali, dasar hukum wali, syarat-syarali,wi/macam-macam wali
nikah, serta wali dalam pernikahan).

Bab ketiga berisi ketentuan batas minimal usia wasab dalam
pernikahan menurut pasal 18 PMA 11/2007 yang meliekilas tentang
PMA 11/2007, ketentuan wali nasab dalam PMA 11/2@@%ntuan usia wali
nasab menurut pasal 18 PMA nomor 11 tahun 2007)

Bab keempat berisi analisis terhadap Pasal 18 RMAR007 tentang
batas minimal usia wali nasab dalam pernikahan yaredjputi (analisis
terhadap ketentuan usia wali nasab menurut pas&®MA& nomor 11 tahun
2007, analisis Hukum Islam terhadap ketentuanwalanasab menurut PMA
11/2007)

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpusanan dan

penutup.



